
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 

JEMBRANA 

A. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN 

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir 

Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah 

Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul? 

2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan 

kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir 

pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana? 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa penyebab terjadinya klaim tanah timbul di pesisir pantai Yeh sumbul? 

2. Apakah status dari tanah timbul tersebut? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam 

menangani kasus sengketa tanah timbul? 

4. Apakah sudah ada masyarakat yang memproses sertifikat hak milik? 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KANTOR DESA YEH SUMBUL, KECAMATAN MENDOYO, 

KABUPATEN JEMBRANA 

A. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN 

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir 

Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah 

Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul? 

2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan 

kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir 

pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana? 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1) Apakah status tanah di pesisir pantai Yeh Sumbuh adalah tanah timbul? 

2) Bagaimana histori tanah timbul tersebut? 

3) Apa yang menyebabkan terjadinya klaim oleh masyarakat? 

4) Apa yang menyebabkan terjadinya pemasangan plang hak milik di tanah 

timbul pesisir pantai Yeh Sumbul? 

5) Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk menangani adanya 

pengklaiman tersebut? 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

MASYARAKAT YANG MENGKLAIM TANAH TIMBUL  

DESA YEH SUMBUL 

A. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN 

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul 

(Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul? 

2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan 

kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir 

pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana? 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1) Sejak kapan bapak menempati tanah timbul tersebut? 

2) Apa yang menyebabkan bapak bisa menempati tanah timbul tersebut? 

3) Apakah bapak ikut melakukan klaim terhadap tanah timbul tersebut? 

4) Apakah bapak memiliki surat hak milik tanah timbul tersebut? 

5) Apakah pernah mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah desa/Badan 

Pertanahan Nasional? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03 

DAFTAR NARASUMBER 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR NARASUMBER 

Nama Jabatan  

Kiki Permana, S.H. Staf Badan Pertanahan Nasional 

(PBN) Jembrana 

Abdurrahim Ketua BPD Desa Yeh Sumbul 

Abrain Masyarakat yang mengklaim tanah 

timbul di Desa Yeh Sumbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 04 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan Bapak Kiki Permana, S.H. selaku staf 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana 

 

Wawancara dengan Bapak Abdurrahim selaku ketua BPD di 

Desa Yeh Sumbul 

 



 

 

Wawancara dengan Bapak Abrain selaku masyarakat yang 

mengklaim tanah timbul Desa Yeh Sumbul 
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